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Abstrak  
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemahaman pengrajin terhadap merek 
gitar dan kendala yang dihadapi oleh pemilik merek dan pengusaha terkait 
penggunaan merek di Desa Ngrombo Kecamatan Baki Kabupaten Sukoharjo. 
Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis-empiris yang bersifat 
deskriptif. Sumber data terdiri data primer yakni wawancara dan data sekunder 
dari literature-literatur yang mendukung. Teknik pengumpulan data dengan studi 
lapangan (wawancara) dan studi kepustakaan, kemudian data dianalisis secara 
kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman pengrajin gitar 
terhadap perlindungan merek gitar masih rendah, disebabkan para pengrajin 
beranggapan pendaftaran merek tidak terlalu penting akibat dari kurangnya 
sosialisasi dari Disperindag mengenai Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 
tentang Hak Merek dan Indikasi Geografis. Kendala yang dihadapi oleh pemilik 
atau pengusaha gitar terkait penggunaan merek dikarenakan ketidaktahuan 
mengenai proses pendaftaran merek yang rumit, sehingga membuat para pengrajin 
tidak mendaftarkan mereknya, karena harus mengeluarkan biaya administrasi 
terlalu mahal. 
 
Kata kunci: perlindungan hukum, hak merek, pengrajin alat musik gitar  
 
Abstract 
This study aims to determine the understanding of craftsmen on guitar brands and 
constraints faced by brand owners and entrepreneurs related to the use of brands 
in the Village Ngrombo Baki District Sukoharjo District. The research method 
uses a descriptive juridical-empirical approach. The data source consists of 
primary data ie interview and secondary data from supporting literatures. Data 
collection techniques with field study (interview) and literature study, then the 
data were analyzed qualitatively. The result of the research shows that the guitar 
artist's understanding on guitar brand protection is still low, because the craftsmen 
think the brand registration is not very important as a result of the lack of 
socialization from Disperindag regarding Law No. 20 of 2016 on Brand Rights 
and Geographical Indication. Constraints faced by guitar owners or entrepreneurs 
related to the use of the brand due to ignorance of the process of a complex 
registration of the brand, thus making the craftsmen do not register the brand, 
because they have to pay the administrative costs are too expensive. 
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1. PENDAHULUAN 
 Sejarah merek dapat ditelusuri bahkan mungkin berabad-abad sebelum 
masehi.Sejak zaman kuno, misalnya periode Minoan, orang sudah memberikan 
tanda untuk barang-barang miliknya, hewan bahkan manusia. Di era yang sama 
bangsa Mesir sudah menerakan namanya untuk batu bata yang dibuat atas 
perintah raja.
1
 Perundang-undangan tentang merek dimulai dari Statute Of Parma 
yang sudah mulai memfungsikan merek sebagai pembeda untuk produk berupa 
pisau, pedang, atau barang dari produk tembaga lainnya.
2
 
Hak Kekayaan Intelektual, selanjutnya disingkat sebagai HKI timbul dari 
kemampuan intlektual manusia. Permasalahan HKI adalah permasalahan yang 
terus berkembang.Pada awalnya masalah HKI adalah masalah yang sangat 
sederhana, namun seiring perjalanan waktu dari tahun ke tahun permasalahan 
yang ada di dalam HKI semakin bertambah kompleks. 
Menurut Undang-undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Hak Merek dan 
Indikasi Geografis, pada pasal 2 ayat (3) Merek yang dilindungi terdiri atas tanda 
berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 
(dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 
(dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang 
diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang 
dan/atau jasa. Menurut R.M Suryodiningrat mengklasifikasikan merek dalam tigas 
jenis yaitu: (1) Merek kata yang terdiri kata-kata saja.misalnya: Good Year, 
Dunlop, sebagai merek untuk ban mobil dan ban sepeda; (2) Merek lukisan adalah 
merek yang terdiri dari lukisan saja yang tidak pernah, setidak-tidaknya jarang 
sekali dipergunakan; (3) Merek kombinasi kata dan lukisan, banyak sekali 
dipergunakan. misalnya: rokok putih merek”Escort” yang terdiri dari lukisan 
iring-iringan kapal laut dengan tulisan di bawahnya “Escort”, Teh wangi merek 
“pendawa” yang terdiri dari lukisan wayang kulit pendawa dengan perkataan di 
bawahnya “Pendawa Lima”. 
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Rahmi Jened, 2015, Hukum Merek Trademark Law dalam Era Global Integrasi Ekonomi, Jakarta: 
Prenada Media Grup, hal. 1. 
2
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Airlangga University Press, hal 159.  
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Pada perdagangan barang dan jasa, merek merupakan salah satu karya 
intelektual ysng penting bagi kelancaran dan peningkatan barang dan jasa.Hal 
tersebut dikarenakan merek memiliki nilai strategis dan penting bagi produsen dan 
konsumen.
3
Bagi produsen, merek selain untuk membedakan dengan produk lain 
yang sejenis, dimaksudkan juga untuk membangun citra perusahaan dalam 
pemasaran (market). Bagi konsumen, merek selain mempermudah indentifkasi 
juga merupakan simbol harga diri.
4
Bagi masyarakat pilihan barang terhadap 
merek tertentu sudah terbiasa dikarenakan berbagai alasan diantaranya kualitas 
yang terpercaya produknya telah mngenal lama dan lain-lain sehingga fungsi 
merek sebagai jaminan kualitas semakin nyata. 
Selain merek dagang dan jasa, juga terdapat penjelasan mengenai merek 
kolektif sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 angka 4 Undang-undang Nomor 20 
tahun 2016 tentang Hak Merek dan Indikasi Geografis, Merek Kolektif adalah 
Merek yang digunakan pada barang dan/atau jasa dengan karakteristik yang sama 
mengenai sifat, ciri umum, dan mutu barang atau jasa serta pengawasannya yang 
akan diperdagangkan oleh beberapa orang atau badan hukum secara bersama-
sama untuk membedakan dengan barang dan/atau jasa sejenis lainnya. Dalam 
Black’s Law Dictionarymerek kolektif didefinisikan sebagai merek yang dimiliki 
oleh suatu organisasi, digunakan oleh anggoat mereka untuk mengidentifkasikan 
diri mereka dengan tingkat kualitas dan akurasi, asal geografis atau karakteristik 
lain yang ditetapkan oleh organisasi. Merek kolektif berarti merek dagang atau 
merek jasa yang digunakan oleh anggota dari suatu koperasi, suatu asosiasi atau 
kelompok kolektif lainnya atau organisasi atau merekdimana koperasi tersebut, 
asosiasi atau kelompok lain tersebut memiliki bonafiditas secara sengaja untuk 
menggunakannya dalam perdagangan dan menerapkan pendaftaran atas prinsip 
pasalnya berdasarkan Undang-undang merek dan termasuk merek 
mengidentifikasikan keanggotaan dalam kelompok, dalam suatu asosiasi atau 
organisasinya.  
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Haris Munandar dan Sally Sitanggang, 2008, Mengenal Hak Kekayaan Intelektual, Hak Cipta, 
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Merek menurut Yusran Isnaini adalah tanda yang berupa gambar, nama, 
kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur 
tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan 
barang atau jasa.
5
Menurut Prof. Molengraaf, merek adalah dengan mana 
dipribadikanlah sebuah barang tertentu, untuk menunjukkan asal barang, dan 
jaminan kualitasnya sehingga bias dibandingkan dengan barang-barang sejenis 
yang dibuat dan diperdagangkan oleh orang atau perusahaan lain.
6
 Menurut 
H.M.N Purwo Sutjipto, merek dapat diartikan suatu tanda, dengan mana suatu 




Pada Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Hak 
Merek dan Indikasi Geografis definisi merek adalah: “Tanda yang dapat 
ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, 
susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, 
hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk 
membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan 
hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa”.  
Pada Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Hak 
Merek dan Indikasi Geografis definisi Merek Dagang adalah: “Merek yang 
digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa 
orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan 
barang sejenis lainnya”. 
 Pada Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Hak 
Merek dan Indikasi Geografis definisi Merek Jasa adalah: “Merek yang 
digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang 
secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa sejenis 
lainnya”. 
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 Merek menurut Haris Munandar dan Sally Sitanggang adalah tanda 
pembeda sebagai penanda identitas produk yang dihasilkan, sekaligus untuk 
membedakannya dengan produk lainnya.
8
 
 Menurut Rahmi Jened merek (Trademark) sebagai tanda daya pembeda 
yang digunakan untuk perdangan barang atau jasa. Untuk itu merek harus 
memiliki elemen: (1) Tanda dengan daya pembeda; (2) Tanda tersebut harus 
digunakan; (3) Untuk perdaganga barang atau jasa.
9
 
 Hak ekonomi dan hak moral tidak bisa dipishakan dari hak kekayaan 
intelektual.Hak moral adalah hak agar ciptaan tidak diubah atau dirusak tanpa 
persetujuan dan hak untuk diakui sebagai pecipta ciptaan tersebut.
10
 Sedangkan 
menurut Pasal 1 angka 5 Undang-undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Hak 
Merek dan Indikasi Geografis Hak atas Merek adalah: “Hak eksklusif yang 
diberikan oleh negara kepada pemilik Merek yang terdaftar untuk jangka waktu 
tertentu dengan menggunakan sendiri Merek tersebut atau memberikan izin 
kepada pihak lain untuk menggunakannya. Dari definisi pasal 1 angka 5 diatas 
mencakup lisensi hak ekonomi dan hak moral”. 
 Pembatasan masalah merupakan hal yang penting dalam suatu rangkaian 
penelitian sedangkan rumusan masalah dalam suatu penelitian merupakan suatu 
hal yang penting karena diperlukan untuk memberi kemudahan bagi penulis 
dalam membatasi permasalahan yang ditelitinya, sehingga dapat mencapai tujuan 
dan sasaran yang jelas serta memperoleh jawaban sesuai dengan yang diharapkan. 
Berdasarkan uraian dan latar belakang diatas, maka penulis merumuskan masalah 
sebagai berikut:  (1) Bagaimana pemahaman pengrajin gitar terhadap merek di 
Desa Ngrombo Kecamatan Baki Kabupaten Sukoharjo; (2) Apa kendala yang 
dihadapi bagi pemilik merek dan pengusaha alat musik gitar terkait dengan 
penggunaan merek di Desa Ngrombo Kecamatan Baki Kabupaten Sukoharjo? 
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2. METODE  
 Jenis penelitian yang di gunakan bersifat yuridis empiris 
yaitu
11
Pendekatan terhadap Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Hak 
Merek dan Indikasi Geografis dengan realita yang terjadi yaitu tentang 
pendaftaran merek gitar di Desa Ngrombo Kecamatan Baki Kabupaten Sukoharjo. 
Data primer merupakan dilakukan dengan cara melakukan pengamatan langsung 
dan dengan meminta keterangan-keterangan dari Pengusaha gitar Di Desa 
Ngrombo Kecamatan Baki Kabupaten Sukoharjo dan data sekunder merupakan 
data yangdiperoleh melalui studi literatur, bahan perkuliahan dan peraturan 
perundang-undangan yang terkait dengan pengusaha Di Desa Ngrombo 
Kecamatan Baki Kabupaten Sukoharjo. Analisis deskriptif kualitatif yaitu suatu 
analisis yang sifatnya menjelaskan atau menggambarkan peraturan yang berlaku 
yaitu Undang-undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Hak Merek dan Indikasi 
Geografis kemudian dihubungkan dengan realita yang ada tentang pendaftaran 
merek. 
 
3. HASIL DAN PEMBAHASAN 
3.1 Pemahaman Pengrajin Gitar terhadap Perlindungan Merek di Desa 
Ngrombo Kecamatan Baki Kabupaten Sukoharjo 
Berdasarkan penelitian yang diperoleh, bahwa tiap pengrajin industri gitar 
pada Desa Ngrombo, Baki belum mengerti dan memahami pentingnya dilakukan 
pendaftaran merek. Hal ini dikarenakan para pengrajin menganggap bahwa 
pendaftaran merek tidak begitu penting, kurangnya sosialisasi dari Disperindag, 
sistem pendafataran yang rumit. Selain itu bagi para pengrajin beranggapan 
dengan tidak didaftarkan mereknya pendapatan mereka jauh lebih banyak 
daripada didaftarkan hal ini karena bila merek didaftarkan maka dibutuhkan 
proses penjualan yang lama, sedangkan jika tidak didaftarkan pengrajin hanya 
membuat gitar tanpa merek. Bagi Disperindag sosialisasi mengenai Undang-
Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Hak Merek dan Indikasi Geografis 
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Soekanto, Soerjono & Sri mamuji, 1995, Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat, 
Jakarta: Rajawali Press, hal.  229. 
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memang memerlukan waktu yang lama baik bagi internal maupun eksternal. Hal 
ini dikarenakan pemahaman para pengrajin gitar mengenai pendaftaran merek 
masih kurang akibat dari tidak aktifnya komunitas para pengrajin gitar yang 
menimbulkan terputusnya komunikasi dan informasi yang dilakukan oleh 
Disperindag. 
 Menurut Ibu Saji menuturkan bahwa alasan dia tidak mendaftarkan merek 
gitarnya ke Ditjen HAKI disebabkan beliau tidak paham proses pendaftarannya 
karena tidak ada sosialisasi dari instansi yang berwenang mengenai tentang 
merek.
12
 Namun berbeda dengan Pak Tarjo Wiyono merek itu bukan merupakan 
hal yang penting dan bukan menjadi sebuah masalah. Hal terpenting bagi beliau 




 Menurut Disperindag belum terbitnya Peraturan Daerah tentang Undang-
undang Merek. Hal tersebut dikarenakan bahwa Undang-undang merek masih 
baru dan pihak instansi masih mempelajari muatan materi yang terkandung 
didalamnya.
14
 Disamping itu Disperindag pada Tahun 2016 pernah melakukan 
sosialisasi tentang pentinganya pendaftaran Merek. Sosialisasi tentang  merek Di 
Desa Ngrombo Kecamatan Baki Kabupaten Sukoharjo. Sosialisasi tersebut 
bekerjasama dengan instansi HAKI. 
 Sosialisasi yang diberikan oleh Disperindag mencakup pengertian 
mengenai merek, ruang lingkup merek, jenis merek, cara melakukan pendaftaran 
merek, keuntungan bila merek usaha didaftarkan, selain itu juga menjelaskan 
mengenai penyelesaian hukum bila terjadi masalah pada merek. 
 Jika sosialisai merek dilakukan 1 tahun sekali, yang dibahas yaitu 
mengenai cara-cara pendaftaran merek. Disperindag dalam melakukan sosialisasi 
dibantu oleh Ditjen HAKI, Kemenkum HAM. Ketika melakukan sosialisasi 
semua pengrajin akan diundang. Hal tersebut selain menjalankan amanat 
peraturan perundang-undangan, juga sebagai langkah antisipasi jika dikemudian 
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hari pengrajin mendapatkan atau terjadi sengketa hukum mengenai merek dapat 
diselesaikan. 
 Di Indonesia, hak merek diperoleh melalui pendaftaran. Inilah yang 
disebut stelsel konstitutif atau first to file system. Asusmsi hukum timbul bahwa: 
“pemohon pertama yang mengajukan pendaftaran dengan itikad baik adalah pihak  
yang berhak atas merek, sampai terbukti sebaliknya. 
 Undang-undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Hak Merek dan Indikasi 
Geografis, pada pasal 2 ayat (3) Merek yang dilindungi terdiri atas tanda berupa 
gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) 
dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) 
atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi 
oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa. 
 
3.2 Kendala yang Dihadapi bagi Pemilik Merek dan Pengusaha Alat Musik 
Gitar Terkait dengan Penggunaan Merek di Desa Ngrombo Kecamatan 
Baki Kabupaten Sukoharjo  
Kendala yang dihadapi para pengrajin sifatnya memang fundamental 
sekali diantaranya mengenai dana dan meningkatnya bahan baku untuk membuat 
gitar. Jika mereknya didaftarkan maka keuntungan yang diperoleh tidak lebih 
baanyak dari pada yang tidak didaftarkan dan kendala yang dihadapi mengenai 
merek tidak jelasnya syarat dan prosedur yang disampaikan oleh Disperindag. 
Selain itu para pengrajin masih mengalami belum mengetahui administrasi 
pendaftaran merek. 
Pendaftaran merek dengan beban biaya 500 ribu itu hanya diawal saja, 
kalau merek tersebut dipakai lagi ditahun berikutnya maka bayar lagi. Selain itu 
juga memang agak sulit karena pengurusan itu terbentuknya membutuhkan waktu 
yang lama  sekitar 2 tahun baru bisa diapakai.
15
 
Bagi Pak Tarjo Wiyono Masalah banyak seperti modal, kenaikan bahan 
baku, pemasaran dimana tiap bulan ada kecenderungan turun walau tidak pasti. 
Kenaikan harga baku membuat bingung mematok harga gitar sebab langsung 
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kepada pedagang bukan kepada konsumen langsung. Tidak punya merek karena 
prosedurnya banyak, walau dari perindustrian menwarkan modal dan sebagainya 
tapi karena saya sudah tua ya tidak saja.
16
 
Berbeda dengan Ibu Saji, selaku pemilik industri gitar daerah Baki 
mengatakan bahwa selama 16 tahun berkecimpung didunia produksi gitar kendala 
yang dihadapi adalah berupa dana saja. Sebab bagi Ibu Saji kendala lainnya 
hampir dikatakan tidak ada.
17
 Menurut PP Nomor 45 tahun 2016 tentang tarif 
permohonan pendaftaran merek ditetapkan per kela, dengan rincian sebagai 
berikut: (1) Usaha mikro dan usaha kecil; (a) Secara elektronik (online): Rp. 
500.000,- per kelas; (b) Secara non elektronik (manual): Rp. 600.000,- per kelas; 
(2) Umum; (a) Secara elektronik (online): Rp. 1.800.000,- per kelas; (b) Secara 
non elektronik (manual): Rp. 2.000.000,- per kelas. 
 
4.  PENUTUP 
4.1 Kesimpulan  
Pertama, pemahaman pengrajin gitar Di Desa Ngrombo Kecamatan Baki 
Kabupaten Sukoharjo terhadap perlindungan merek gitar dikatakan masih rendah, 
dikarenakan para pengrajin gitar Di Desa Ngrombo Kecamatan Baki Kabupaten 
Sukoharjo menjual gitar tanpa menggunakan merek, sehingga para pengrajn 
beranggapan bahwa pendaftaran merek tidak terlalu penting. 
 Kedua, rendahnya pemahaman mengenai perlindungan merek akibat dari 
kurangnya sosialisasi dari Disperindag mengenai Undang-undang Nomor 20 
Tahun 2016 tentang Hak Merek dan Indikasi Geografis. Kurangnya sosialisasi 
dari Disperindag disebabkan juga dengan tidak aktifnya komunitas para pengrajin 
gitar Di Desa Ngrombo Kecamatan Baki Kabupaten Sukoharjo, 
 Ketiga, kendala yang dihadapi bagi pemilik merek dan pengusaha alat 
musik gitar terkait dengan penggunaan merek di Desa Ngrombo Kecamatan Baki 
Kabupaten Sukoharjo dikarenakan ketidaktahuan mengenai proses pendaftaran 
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merek yang rumit membuat para pengrajin tidak mendaftarkan mereknya, karena 
harus mengeluarkan biaya administrasi terlalu mahal. 
2.2 Saran  
 Pertama, bagi pihak Disperindag supaya melakukan sosialisasi secara 
berkala tentang merek kepada pengrajin gitar Desa Ngrombo kecamatan Baki 
Kabupaten Sukoharjo agar terjalin komunikasi yang baik sehingga para pengrajin 
paham tentang Undang-undang merek Nomor 20 tahun 2016 tentang Hak Merek 
dan Indikasi Geografis. Diharapkan juga Disperindag menghidupkan kembali 
komunitas para pengrajin gitar Di Desa Ngrombo kecamatan Baki Kabupaten 
Sukoharjo agar adanyaa perantara komunikasi jika terjadi suatu masalah tentang 
pendaftaran merek. 
 Kedua, bagi pengrajin diharapkan mendaftarkan mereknya jika sudah 
mencukupi administrasi supaya mendapatkan perlindungan hukum terhadap 
merek yang didaftarkannya dan juga memahami Undang-undang pendaftaran 
merek baik itu administrasi serta jangka waktu pendaftaran merek. 
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